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Dasar Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam
Pengelolaan Sampah

z/\’ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup SAKKUN

=
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
are Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
—=2

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang
\ ‘ , Pengelolaan Sampah Spesifik

3 |
{ Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
.\\é Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Teguran Tertulis
Ultimum Pengenaan . Paksaan Pemerintah

. ) . . : Denda Administratif
Remedium Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan

Pembekuan Perizinan

Mempercepat Penyelesaian : : :
: Pengawasqn Proses Sengketa . Ganti I-<erug|§n Publik
Lingkungan Hidup Penegakan Lnarmzan i Pemulihan Lingkungan
Hukum

Pidana Penjara
Premum Penegakan Hukum 2. Denda Pindana

. Pid . Pidana Tambahan
Remedium [0l * Pemulihan Lingkungan

* Perampasan Keuntungan
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Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sampah
periode 2025 - sekarang

388 Tempat Pemrosesan Akhir Sampah se-Indonesia

Mall atau Pasar di Jakarta

Hotel, Restoran, dan Cafe di Bali
Entitas

usaha/kegiatan

Hotel, Restoran, dan Cafe di
Tangerang Selatan
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Pengenaan Sanksi Administratif terhadap
Tempat Pemrosesan Akhir periode 2025 - sekarang

DISERAHKAN TAHUN

2025 250 TPA
PENYELESAIAN OPEN
DUMPING 231 TPA
273 DISERAHKAN
PENGHENTIAN JANUARI 2026 23
TPA OPERASIONAL TPA 22 TPA TPA
KEWAJIBAN MEMILIKI @
TPA 20 TPA STlJ&H .
4 TPA (@)
| 5%
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Skema Penegakan Hukum Pidana dari hasil Pengawasan SA

PENGAWASAN TIDAK TAAT
KEPUTUSAN SANKSI SURAT PERINGATAN
ADMINISTRATIF

KEPUTUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DISERAHKAN

SURAT PENGHENTIAN
SANKSI ADMINISTRATIF

PEMBERATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
(Pasal 114 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009)

&

' 2026
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bentuk dan besarnya ganti rugi |

UU 32 Tahun 2009 dan UU 18 Tahun 2028

tindakan pemulihan akibat pencemaran
dan/atau perusakan

—— | Kesepakatan PSLH LP

Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup/ (e 05 v ) 0 22z
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan
terulangnya pencemaran dan/atau perusakan

tindakan untuk mencegah timbulnya dampak
negatif terhadap lingkungan hidup

111

Penyelesaian sengketa
di luar pengadilan
(PSLH LP)

(Ps. 34 UU 18/2008 jo. Ps. 85 UU
32/2009)

N mediasi

1 PSLH LP L P (Ps. 34 ayat (2), UU 18/2008 jo. Ps. 84 ayat (3) UU
(Ps. 34 ayat (1) UU 18/2008) 32/2009)

arbitrase

pilihan lain dari para pihak
yang bersengketa _J

o Apabila tidak tercapai kesepakatan,
negosiasi para pihak yang bersengketa
Mekanisme dapat mengajukannya ke pengadilan

instansi pemerintah dan pemerintah daerah berwenang
mengajukan gugatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup
{Ps. 90 UL 32/2009} Penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui penyelesaian
di luar pengadilan ataupun
melalui pengadilan
(Ps. 33 ayat (2), UU 18/2008 jo. Ps. 84 UU
32/2009)

Penyelesaian Sengketa
Pengelolaan Sampah

» Hak Gugat Pemerintah

pemerintah daerah berwenang melakukan penyelesaian
sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah
(Ps. 33 ayat (1) huruf a, UU 18/2008)

Tanggung Jawab Mutlak
(Strict Liability)
(Ps. 88 UU 32/2009)

Perbuatan Melawan @.

—— Bentuk Gugatan

Hukum (PMH)
h 4 (Ps. 35 ayat (1) UU 18/2008)
Penyelesaian sengketa HPSN

melalui pengadilan 2026
(PSLH MP)
(Ps. 35 UU 18/2008 jo. Ps. 87 UU | |

32/2009)

Kolaborasi untuk
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Ganti rugi dan/atau
tindakan tertentu
(Ps. 35 ayat (3), UU 18/2008 jo.
Ps. 87 dan Ps. 90 UU 32/2009)

Bentuk Tuntutan
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UU No. 18 Tahun 2008 Perbuatan Melawan Hukum (Ps. 40 -41) :
tentang Pengelolaan Sampah . Tidak sesuai NSPK

Tidak melakukan pengelolaan
Tidak ada regulasi daerah
Tidak optimal dalam anggaran

UU No. 32 Tahun 2009 Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 98,99,104,114):

tentang Perlindungan dan 1. Dumping Lindi (Ps. 104)
Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Kerusakan/Pencemaran LH (Ps. 99 - 98)
3. Tidak melaksanakan SA (Ps. 114)

Pemilahan
Pengumpulan
Pengangkutan
\ Pengolahan y

( Pengurangan
Sumber Pembatasan Resid
Sampah Pendauran ulang esiau
\ sampah p
[ Pemanfaatan ]

Pengelolaan di Hulu

Konstruksi Hukum Pidana

Pengelolaan Sampah
(UU 18 Tahun 2008 & UU 32 Tahun 2009)

g

\4
vv [ Pengelolaan Gas Metan ] le >

Lingkungan

Penimbunan Open

TPA [ Dumping J
> Kesehatan >

Masyarakat

A

[ Pengelolaan Lindi

Pengelolaan di Hilir
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Kepala Daerah

Orang :
Perseorangan (Gubernur, Bupati,
Walikota, Kepala
Dinas, Pejabat yang Pemerintah Daerah wajib Pengelolaan
Pengelola — Kelompok mengurusi menjalankan tugas dan
Sambah Orang sampah), kewenangannya Sampah
ampa Masyarakat sesuai Pasal 5,6 dan Pasal 9 Buruk
Badan Hukum
Pemerintah Daerah
PASAL 40

Pengelola sampah yang secara melawan
hukum dan dengan sengaja melakukan
kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak

Pencemaran / PASAL 98 - 99
Kerusakan / UU NO 32 Tahun2009

Pidana:
4-10 Th

memperhatikan NSPK yang dapat Denda

mengakibatkan gangguan kesehatan 100 Jf's.d. 5 Kesehatan

masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran M PASAL

lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan ' 40 - 41 Dumping Lindi PASAL 104
UU NO 18 UU NO 32 Tahun2009

PASAL 41

Pengelola  sampah yang  karena Pidana: Tahun Tidak

kealpaannya melakukan kegiatan : 2008

pengelolaan sampah dengan tidak Baneler
memperhatikan NSPK yang dapat Maks. 100 Jt
mengakibatkan gangguan kesehatan
masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran
lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan

Sanksi UU NO 32 Tahun2009
Administratif
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Pengaturan Pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009

Pasal 98

Setiap orang dengan

Pasal 99

Pasal 104

Pasal 114

sengaja melakukan Setiap orang yang karena Setiap orang yang Setiap penanggung jawab
perbuatan yang kelalaiannya melakukan dumping usaha dan/atau kegiatan
mengakibatkan mengakibatkan limbah dan/atau bahan yang tidak
dilampauinya baku dilampauinya baku mutu ke media lingkungan melaksanakan paksaan
mutu udara ambien, udara ambien, baku hidup tanpa izin pemerintah
baku mutu air, baku mutu air, baku mutu air
mutu air laut, atau laut, atau kriteria baku
kriteria baku kerusakan kerusakan lingkungan
lingkungan hidup hidup.
Pidana: Pidana :
Min. 3 Thn, Mak. 10 Thn Min. 1 Thn, Mak. 3 Thn
Denda: Denda : Pidana : Mak. 3 Tahun Pidana : Mak. 1 Tahun
Min. 3 M, Mak. 10 M Min. 1M, Mak.3 M Denda : Mak. 3 M Denda : Mak. 1 M

@ @ @ @
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PMH (Ps.40-41): H
UU 18/2008 1)  Pengelolaan Tidak sesuai NSPK StUdl Kasus

Pengelolaan 2) Tidak melakukan pengelolaan dengan optimal

Sampah 3) Anggaran tidak optimal Pengelolaan Sampah d|
UU 32/2009 I Kota / Kabupaten

)  Dumping Lindi (Ps. 104)

1
PPLH 2) Pencemaran LH (Ps. 99/ 98)
Gas Metan

Tidak dikelola

Pemkot /

Kota / Pemkab
-100 ton/hari

Media

Lingkungan
Pencemaran

LH

Residu &

TPA Kota /

Penimbunan
Open
Dumping

Kabupaten
+1.029

ton/hari

Sampah Tidak
Terkelola

Kabupaten
+429 ton/hari

Pengelolaan
Lindi
2 dari 3 IPAL
tidak
berfungsi

Pengelolaan di Hulu Pengelolaan di Hilir
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Contoh Kasus: TPA llegal di Limo, Depok, Jawa Barat
Alat Bukti

Pelanggaran

* Tersangka
Drs. JAYADI BIN RODJALI M.
Kewarganegaraan Indonesia
Usia 59 Tahun

* Pasal Sangkaan
Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya
baku mutu udara ambien, baku mutu air,
baku mutu air laut, atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

1.

kW

Keterangan Saksi

24 (dua puluh empat) orang
* PPLH

* Warga Terdampak

* DLH Kota Depok

* Satpol PP

* Lurah Limo

*  PT Megapolitan

* Pelapak

* Tangan Kanan Tersangka

Keterangan Ahli

e Ahli
Lingkungan

* Ahli Hukum Pidana

Surat
Petunjuk

Kerusakan Tanah

Barang Bukti

Penyitaan terhadap 41 (empat

puluh satu) Barang Bukti

* Sampel tanah rusak

* Hasil uji laboratorium

* Kuitansi pembayaran sewa
lapak

*  Dokumen pendukung lainnya

* Foto/Video
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Putusan

1. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 100/Pid.Sus.LH/2025/PN Dpk
tanggal 2 Juni 2025

Terdakwa Drs. JAYADI Bin RODJALI M terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan
yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dalam dakwaan tunggal

Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah
Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 201/PID.SUS-LH/2025/PT BDG
tanggal 8 Juli 2025 (Banding)

Terdakwa Drs. JAYADI Bin RODJALI M terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan
yang mengakibatkan dilampauinya Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dalam dakwaan Tunggal

Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

PUTUSAN
Nomeor 201/PID.SUS-LH/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tingg Bandung yang mengadili perkara pidana dalam

peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Mama lengkap : Drs. JAYADI bin RODJALI M;

2. Tempat lahir : Bogor;

3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 7 Januan 1966;

4. Jenis kelamin . Laki-laki;

5. Kebangsaan - Indonesia;

6. Tempat tinggal - Alamat sesual KTP : Jalan Rajawali RT. 003
RW. D06 Kelurahan Limo Kecamatan Limo
Depok Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan . Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2024 dan ditahan

dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat penntah/
penetapan oleh:

1.

2.

3.

Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampal dengan tanggal 20
November 2024;

Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21
November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januan 2025;
Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Megen sejak
tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februar 2025 sampai dengan tanggal
18 Maret 2025;

Majelis Hakim Pengadilan Megen sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai
dengan tanggal 10 April 2025;

Halaman 1 dan 24 halaman Putusan Nomor 204 /PID.SUS-LH2025/PT BDG
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KLH terus menegakkan hukum terhadap para pelanggar pengelola
sampabh:

Kementerian Lingkungan

N VA
N Hidup [ Badan Pengendalian
0

Lingkungan Hidup

Beranda Profil¥ Program~ Pelayanan Publik» PPID~ Berita~ Zona Integritas ¥

Vonis Maksimal Terdakwa TPA llegal Limo, KLH Apresiasi
Langkah Nyata Tegaknya Hukum Lingkungan

02 Juni 2025 @ 160 Dilihat

TEMPO 2Q Menu Harian Mingguan Tempo Plus

(A Lingkungan

KLH Pidanakan Pengelola TPST Bantargebang Karena Abaikan

Sanksi Administratif e 4 SEDANG DALAM TAHAP PENYELIDIKAN

Langkah hukum KLH ini atas dugaan ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif paksaan
pemerintah.

27 Mei 2025 | 08.27 WIB
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